
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat clan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagairnana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 13 iahun 
1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 clan 
17 Tahun 1950 tentang Pcmbenrukan Kota-kota Besar 
dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tarnbahan 
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049); 

Besar 
ten tang 
dalarn 

1950 TAhtm 
Kota 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 
Pembcntukan Daerah-daerah 

a. bahwa pelaksanaan pernungutan Pajak Bumi clan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pekalongan 
berdasarkan Peraturan Daerah Nornor 8 Tahun 2011 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan, secara efektif bcrlaku terhitung mulai I 
Januari 20 l 3; 

b. bahwa dalam rangka rnelakukan pembinaan tcrhadap 
wajib pajak dan untuk mcndorong wajib pajak 
mernbayar piutang Pajak Bumi dan Bangunan 
Pcrdesaan dan Perkotaan, diperlukan inst rumen 
kebijakan di bidang Pajak Bumi clan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan; 

c. bahwa instrumen kebijakan di bidang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bcrupa stimulus 
fiskal penghapusan sanksi adrninistrat if; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dirnaksud dalarn huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menctapkan Peraturan Walikota tcntang Penghapusan 
Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan clan Perkotaan; 

WALJKOTA PEKALONGAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mcngingat 

Mcnimbang 

PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRATIF 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

TENTANG 

PERATURAN \.VAL!KOTA PEKALONGAN 
NOMOR 7 TAHUN 2018 

WALIKOTA PEKALONGAN 
PROVINS) ,JAWA TENGAH 



Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
I. Dacrah adalah Kota Pekalongan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota clan Perangkai 

Daerah sebagai unsur penyclcnggara Perneriru.ahan 
Daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Pekalongan. 
4. Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan yang 

selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Dacrah 
yang membidangi Pajak dan Retribusi Daerah. 

5. Pajak Bumi clan Bangunan Perdesaan clan Perkoiaan 
yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas 
burni dan/atau bangunan yang dirniliki, dikuasai, 
clan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi a tau badan 
pada sektor perclesaan clan perkotaan, kecuali kawasan 
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 
pcrhutanan clan pertarnbangan. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN \VALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN 
SANKS! ADMIN!STRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

MEMUTUSKAN : 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent.ang 
Pemcrintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Unclang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 rentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan 
dan Kabupaten Daerah Tingkai II Batang (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3381); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tcntang 
Ketentuan Umum clan Tata Cara Pernungutan Pajak 
Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2016 Nornor 244); 

7. Pcraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Pajak Bumi clan Bangunan Perdesaan clan 
Perkotaan (Lernbaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 
2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 
tentang Perubahan atas Peraturan Dacrah Kota 
Pekalongan Nomor 8 Tahun 20 l l ten tang Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan clan Perkotaan (Lernbaran 
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nornor 3); 

Mcnctapkan 



(1) Sanksi aclministratif berupa denda atau bunga yang 
tirnbul akibat PBB-P2 terhutang yang ticlak atau 
belum dibayar atau terlarnbat dibayar yang ierdapat 
dalarn SPPT atau SKPD atau STPD, dihapuskan. 

(2) Penghapusan sanksi administratif sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan 
untuk SPPT atau SKPD atau STPD sebelurn Tahun 
Pajak 2018. 

Pasal 2 

BAB II 
PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRATIF' PIUTANG PBB-P2 

terhutang. 
l l. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

STPD adalah surat untuk rnelakukan tagihan pajak 
dan/ a tau sanksi adrninistratif berupa bunga clan/ at.au 
dencla. 

12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SSPD adalah bukti pcmbayaran atau pcnyetoran pajak 
yang telah dilakukan dengan menggunakan Iorrnulir 
atau Lelah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 
mclalui ternpat pernbayaran yang ditunjuk oleh 
Walikota. 

13. Sanksi administratif adalah pengenaan clencla atau 
bunga atas ketidakpatuhan wajib pajak dalarn 
menjalankan kewajiban adminietrasi perpajakan. 

6. Objek Pajak Perdesaan dan Perkotaan adalah objek 
pajak bumi dan/atau bangunan yang dirniliki, dikuasai 
dan/at.au dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, 
kecuali objek pajak burni dan bangunan sektor 
perkcbunan , perhutanan dan pertarnbangan. 

7. Piutang Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pcrdesaan 
dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Piutang PBB­ 
P2 adalah jurnlah Piutang PBB-P2 yang tcrcanturn 
dalam SPPT dan/atau SKPD atau Surat Keputusan 
Pembetulan atau Surat Kepurusan Keberatan atau 
Surat Keputusan Banding atau Surat Kepurusan 
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif, 
yang rnasih harus ditagih kcpada Wajib Pajak atau 
Penanggung Pajak. 

8. Penagihan PBB-P2 adalah serangkaian tindakan agar 
Pcnanggung Pajak melunasi pajak dan biaya pcnagihan 
PBB-P2 dcngan cara menegur, memperingatkan, 
rnclaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 
memberitahukan surat paksa, rnengusulkan 
pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan 
penyanderaan dan rncnjual barang yang telah disita. 

9. Surat Pernberitahuan Pajak Terhutang yang sclanjurnya 
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk 
memberitahukan besarnya Pajak Bumi clan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaa yang terhutang kepacla Wajib 
Pajak. 

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang 
rnenentukan bcsarnya jurnlah pokok pajak yang 



(1) Penghapusan sanksi adrninistratif Piutang PBB-P2 
sebagaimana dimaksud clalam Pasal 2, diberikan 
berdasarkan permohonan tertulis dari Wajib Pajak. 

(2) Perrnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
memuat : 
a. Wajib Pajak orang pribadi ( perorangan ) : 

I. Narna dan alarnat Wajib Pajak sesuai dcngan 
idcntitas diri/KTP Wajib Pajak; 

2. Narna clan alamat kuasa Wajib Pajak scsuai 
dengan identitas cliri/ KTP apabila dikuasakan; 

3. Alamat Objek PBB-P2; 
4. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2; clan 
5. Tahun PBB-P2 terhutang. 

b. Wajib Pajak Badan : 
I. Nama dan alamat Wajib Pajak sesuai yang 

tercantum dalam SPfYl'/ SKPD/STPD; 
2. Nama dan alamat Direktur Badan Usaha/ 

Pemilik sesuai dengan idcntitas diri/KTP; 
3. Narna dan alarnat kuasa Wajib Pajak sesuai 

dengan identitas diri/KTP apabila dikuasakan; 
4. Alamat Objck PBB-P2; 
5. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2; clan 
6. Tahun PBB-P2 terhutang. 

c. Pengajuan secara kolcktif oleh kelurahan 
1. Membuat rekap nama para wajib pajak, Nomor 

Obyek Pajak (NOP) clan alarnat obyek pajak; 
2. Tahun PBB-P2 terutang; 
3. Ditandatangani oleh Lurahj' Petugas PBB-P2 

Kelurahan. 
(3) Permohonan scbagairnana dimaksud pada ayat (2), 

dilengkapi dengan persyaratan sebagai bcrikut : 
a. Wajib Pajak orang pribadi (perorangan] : 

1. Fotokopi identitas diri/ KTP Wajib Pajak; 
2. Fotokopi identitas penerima kuasa apabila 

clikuasakan; dan 
3. Fotokopi SPPT/SKPD/STPD PBB-P2. 

b. Wajib Pajak Baclan : 
1. Fotokopi identitas diri/KTP Direktur Badan 

Usaha/ Pemilik; 
2. Fotokopi identitas cliri/KTP kuasa apabila 

dikuasakan; clan 
3. Fotokopi SPPT/SKPD/STPD PBB-P2. 

c. Pengajuan secara kolektif oleh Kelurahan dilengkapi 
dengan fotokopi identitas diri lurah atau petugas 
PBB-P2 kelurahan. 

(4) Format surat permohonan penghapusan sank si 
adrninistratif Piutang PBB-P2 sebagaimana tercanturn 
dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini. 

Pasal3 

Bagian Kesatu 
Permohonan dan Persyararan Perrnohonan 

BAB Ill 
TATA CARA PENGHAPUSAN SANKS! ADM!NJSTRATIF 

PIUTANG PBB-P2 



(1) Berdasarkan hasil penelitian permohonan clan 
persyaratan perrnohonan yang telah lengkap 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, 
BKD rnelakukan pcnelitian adrninistrasi. 

(2) Penelitian administrasi sebagairnana dirnaksud pada 
ayat ( 1), dilakukan scsuai dengan formulir 
sebagaimana tercantum dalarn Lampiran ll Pcraturan 
Walikota ini. 

Pasal6 

Bagian Keernpat 
Keputusan Penghapusan Sanks i Administrauf 

Piutang PBB-P2 

perrnohonan 
3 ayat (2) dan 
Pajak kepada 

pcrsyaratan 
dalam Pasal 
oleh Wajib 

(1) Pcrmohonan dan 
sebagaimana dimaksud 
ayat (3), disampaikan 
Walikota melalui BKD. 

(2) Penyarnpaian perrnohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pos. 

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2), BKD rnelakukan penelitian 
perrnohonan clan persyaratan permohonan, dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
a. mengembalikan permohonan kepacla Wajib Pajak 

secara langsung atau menggunakan surat biasa 
apabila permohonan dan persyaratan permohonan 
tidak lengkap; dan 

b. memproses pemberian penghapusan sanksi 
adrninistratif Piutang PBB-P2 apabila persyaratan 
telah lengkap. 

(4) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a, dilakukan langsung dalarn hal 
perrnohonan discrahkan sendiri olch Wajib Pajak atau 
kuasanya. 

(5) Pengembalian permohonan sebagairnana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a, yang disampaikan melalui pos 
dilakukan secara tertulis dengan rnenyebutkan alasan 
pengernbalian. 

(6) Wajib Pajak yang dikernbalikan perrnohonannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) clan ayat (5), 
dapat mengajukan kcrnbali permohonan setelah 
melengkapi kekurangan persyaratan permohonan. 

(7) Tanda terirna pos merupakan Landa terima 
penyarnpaian permohonan dari Wajib Pajak. 

Pasal 5 

Bagian Ketiga 
Penelitian Permohonan dan Persyaratan 

keputusan 
adrninistratif 

Walikota berwenang mernberikan 
permohonan penghapusan sanksi 
Piutang PBB-P2. 

Bagian Kedua 
Kewenangan Penyelesaian Permohonan 

Penghapusan Sanksi Administratif Piutang PBB-P2 

Pasal4 



M. SAELANY MACHFUDZ 

Ditetapkan di Pckalongan 
p a tanggal 03 Janunr~e 

WAIK TA ~N, 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmcrintahkan 
pcngundangan Pera tu ran Wa!ikota 1111 dengan 
pencmpatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan. 

ini mulai berlaku pada tanggal Peraturan Walikota 
2 Januari 2018. 

Pada saat Peraruran Walikota ini mulai berlaku, Peraturan 
Walikota Nomor 7 Tahun 20 I 7 ten tang Pcnghapusan 
Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan (Serita Daerah Kota Pekalongan Tahun 
2017 Norn or 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 11 

Pasal 10 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pembayaran pokok dan/ atau sanksi adrninistratif piutang 
PBB-P2 yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak atau 
kuasanya scbelurn diberlakukannya Peraturan Walikota 
ini, tidak dapat diajukan permohonan pengurangan pokok 
clan penghapusan sanksi administratif piutang PBB-P2 
atau tidak dapat diajukan restitusi atau kornpensasi. 

Pasal 9 

BABV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Penghapusan sanksi adrninistratif PBB-P2 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada wajib pajak 
sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 30 Desember 
2018. 

BAB!V 
JANGKA WAKTU PENGHAPUSAN 

Pasal 8 

(1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), 
Walikota memberikan keputusan dengan menerbitkan 
Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif Piutang 
PBB-P2. 

(2) Pencrbitan keputusan sebagairnana dirnaksud pacla 
ayat (1), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh} hari 
sejak tanggal ditcrimanya permohonan dinyatakan 
lengkap. 

Pasal 7 



Wajib Pajak /Kuasa Wajib Pajak"] 
,.---.,-,~:--7'::·-:7:°:~·-· 

Keterangan ~PENANGGUNG.~AW~l::l 
*) coret yang tidak ~tt'j _1 ii.!:' ";:,:;r., ! P.' HtJ ·*?~:·~~:·.-:~[~- W LI OT LONGAN, 

3 KAii-·: · · , ·., ; 
4. KASUBAG-~ M. SAELANY MACHF'UDZ 

Hormat kami 

Bersama ini kami lampirkan persyaratan yaitu : 
1. Copy KTP 
2. Copy SPPT/SKPD/STPD. 

Dernikian disarnpaikan untuk dapat dipcrtirnbangkan dan atas 
perhatiannya, diucapkan terima kasih. 

............................................................................................ 

............................................................................................ 
Alasan mengajukan penghapusan sanksi administratif/denda adalah : 

Denda .. 
Denda .. 

Denda . 

Denc!a . 
Denda . 

Denda .. 
Denda . 
Denda . 
Denda .. 
Denda . 

Pokok Pajak 
Pokok Pajak 
Pokok Pajak 
Pokok Pajak 
Pokok Pajak 
Pokok Pajak 
Pokok Pajak 
Pokok Pajak 
Pokok Pajak 
Pokok Pajak 

sanksi administratif/denda atas SPPT 

Kelurahan Kecarnatan .. 
Kota . 
Nomor SPPT PBB : 
Dengan ini mohon penghapusan 
terutang: 

1. Tahun . 
2. Tahun .. 
3. Tahun .. 
4. Tahun .. 
5. Tahun . 
6. Tahun .. 
7. Tahun . 
8. Tahun . 
9. Tahun . 
10. Tahun .. 

Jumlah 

Yang bertanda tangan di bawah ini 
1. Narna 
2. Alamat : 
Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak PBB*) alas obyek yang terletak di : 
Jl.. RT: RW: . 

Pekalongan 
di 

Pekalongan, 
Kepada 
Yth. Walikota Pekalongan 
Cq. Kepala BKD 
JI. Sriwijaya No. 44 Pekalongan Pcrmohonan Pcngurangan 

Penghapusan Sanksi 
Administrati f / Denda 

Hal 

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF' 
PAJAK BUM! DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOT,\AN 

LAMPIRAN I 
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR 1 TA HUN 2018 
TENTANG PENGHAPUSAN SANKSl 
ADMINISTRAT!F PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN PE.RDESAAN 0/\N 
PERKOTAAN 



M. SAELANY MACHF'UDZ 

{Nama Jelasl 
NIP. 

Penelili Ket: 
*) untuk wajib badan 
**) ada/tidak ada diberi tanda (-.f) 

Persyaratan Permohonan Pokok dan Penclitian Persyaratan Kererangan I No Penghapusan Sanksi Adrninistratif **) 
Piutang PBB-P2 Ada Tidak Ada 

1 Permohorian dibuat secara tcrtulis 
dalam bahasa Indonesia yang disertai 
dengan alasan dan ditandangani oleh 
wajib paiak atau kuasa 

2 Surat Kuasa apabila perrnohonan 
dikuasakan 

3 Identitas wajib pajak/KTP 
identitas pernilik a tau direksi a tau 
vang dikuasakan*) 

4 Nomor Objek Paiak {NOP) 
5 Alamat Objck Paiak 
6 Tahun PBB-P2 terhutang tahun 

............ 
7 Persyaratan Penghapusan Sarik si I 

Administratif Piutang PBB-P2 yang 
dilampirkan: 

I 
1) Foto copy identitas diri / KTP Wajib 

Pajak dan identitas penerima kuasa 
apabila dikuasakan 

2) Foto copy identitas diri/ KTP 
Direktur Bad an U saha / Pernilik dan 
fotokopi identiras diri/KTP kuasa 
apabila dikuasakan *) 

3) Foto copy Lurah/Petugas PBB-P2 
melalui pengajuan kolektif 

4) Foto copy SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 
5) bukti tanda terima pcrnbayaran 

PBB-P2 hasil pengurangan pokok 
piutang PBB-P2 sesuai dengan 
ketentuan Pasal 2 

8 Besaran pernberian Penghapusan l 00 °I<, 
Sanksi Adrninistratif Piutang PBB-P2 (seratus 

persen_LJ 

FORMAT FORMULIR PENELITIAN PERSYARATAN PENGHAPUSAN 
SANKS! ADMINISTRATIF PTUTANG PBB-P2 

LAMPIRAN II 
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR 1: TAHUN 2018 
TENTANG PENGHAPUSAN SANKS! 
ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN 


